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PROLOG 

MEMAHAMI DIMENSI-DIMENSI 
KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT 

Oleh: Moh. Shohibuddin l 

"A relational view, then, understands poverty 
as the effect of social relations ... in terms of ineq ualities of power. " 

- David Mosse (2007) 

Perspektif Relasional Mengenai Kemiskinan 

Tanpa disadari, kita seringkali terjebak dalam satu cara! pandang 
yang melihat masalah kemiskinan sebagai sebuah "kondisi", dan 

bukannya "konsekuensi". 
Artinya, pandangan mengenai 
"kemiskinan" sebagai problem 
sosial disamakan dengan 
keadaan tertentu "si miskin" 
pada satu saat. Cara pandang 
itu memang memudahkan untuk 
dapat mengukur kemiskinan dari 
indikator-indikator yang bersifat 
generik, seperti kondisi tempat 
tinggal, jenis dan jumlah asupan 
gizi, tingkat pendapatan dan 
kepemilikanaset, dansebagainya. 
Kemiskinan kemudian dilihat 
sebagai "atribut negatif' dari 
ukuran-ukuran ini dalam suatu 

Penulis adalah peneliti pada Sajogyo Institute (SAINS) Bogor, dan anggota 
Tim Pengajar mata kuliah "Kajian Agraria" pada Departemen Sains Komunikasi dan 
Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB. 



1--11 
~ rada s i . Ikmikia nlah, kondi si kcmiskinan lantas dapal dih~lb k; 1 1I IIl cnjad i 
bcbcrapa ti ngkatan. Scbagai ll1isal, kita mengenal istilah-istilah: Keluarga 
Pra Sejahtera, Sejahtera 1, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III 
plus; yakni kategori-kategori yang biasa dipakai oleh pemerintah untuk 
menggambarkan tingkat-tingkat kesejah,teraan keluarga. 

Cara pandang non-relasional semacam itu biasanya memang menjadi 
"pegangan baku" para perencana kebijakan dan aparat penyelenggara 
pembangunan di lembaga -lembaga pemerintahmaupun organisasi -organisasi 
pembangunan intemasional. Hal ini karena yang menjadi kepedulian utama 
mereka adalah bagaimana rnengembangkan program-program intervensi 
yang bersifat generik untuk pengentasan kemiskinan sehingga indikator­
indikator makro tentang kesejahteraan dan pembangunan manusia dapat 
dicapai (misalnya saja, pendapatan per kapita, partisipasi pendidikan, 
akses layanan kesehatan, dll). 

Cara pandang demikian ini memang berguna untuk membuat 
"potret" orang miskin pada satu penggal waktu tertentu. N amun, ia akan 
"gagap" sarna sekali untuk bisa memahami bahwa kondisi kemiskinan 
yang dipotret itu sebenamya merupakan "endapan" dari proses-proses 
historis yang dinamis, sering dalam kurun waktu yang panjang, dengan 
berbagai kontinuitas rnaupun patahannya. Potret semacam itu pasti juga 
gagal menangkap bahwa kondisi kemiskinan, baik di level rumah tangga 
ataupun komunitas, sebenamya memiliki perjalanan sejarah dan dinamika 
yang berbeda-beda dalam hal proses pembentukan, durabilitas dan bahkan 
juga reproduksinya. Sebagai misal, status dan kondisi kemiskinan boleh 
saja serupa pada berbagai komunitas adat. Namun, tanpa memahami 
proses pembentukannya dan rnekanisme-mekanisme sosial yang membuat 
ketimpangan dan kemiskinan itu terus bertahan dan berlanjut (bahkan dicipta 
kernbali), maka yang ditangkap sebenamya hanyalah "hilir" dan "muara" 
permasalahan kemiskinan, selnentara "hulu" yang menimbulkan kondisi 
kerniskinan itu dan "aliran-aliran" yang menjadi mekanisme-mekanisrne 
produksi dan reproduksinya tidak akan dipahami dengan baik. Dalam hal 
demikian, maka penentuan level-level kesejahteraan ataupun introduksi 
program-program pe.t;lgentasan kemiskinan yang konvensional dapat 
dipastikan hanya akan menyasar pada "symptom permasalahan" semata, 
semen tara problem kemiskinan pada akamya tidak tertangani secara baik 
(untuk tidak mengatakan dihindari sarna sekali). 

Secara praktis, konstruksi kemiskinan semacam di atas hanya akan 
mengantarkan pada "kebijakan ujung pipa" (Winoto 2008) dalam program-

' .. 

progrHIll p~ nge lll a su ll ke lll iski n<ln . Kehijaka n ini pasti tidak akan ll1ampu 
menghentikan proses rcprodu ks i dan pcl ipa tgandaan kem iskinan oleh 
kcb ija kan pCll1ba ngunan y"ng bcrlangsung selama ini. Sebagai ilustrasi, 
sualu kcluarga yang karena satu bantuan pemerintah (misalnya Bantuan 
I ,angsung Tunai) dapat naik ke satu jenjang peringkat kesejahteraan yang 
kbih tinggi, tidak adajaminan sarna sekali bahwa segera setelah itu ia tidak 
jatuh ke jenjang semula, atau bahkan lebih bawah lagi-selama kondisi 
dan lingkungan yang menyebabkan kemiskinannya tidak kunjung diatasi. 
;\ pa yang dialami desa-desa transmigran di Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur, bisa rnenjadi contoh yang menarik di sini. Penduduk 
miskin dari Bali dan Lombok yang ditransmigrasikan ke daerah ini pada 
ak hir 1970-an dan awal 1980-an telah sukses meningkatkan taraf hidup 
mcreka menjadi jauh lebih sejahtera dibandingkan di kampung asal. Akan 
tctapi, pada awal 2000-an mereka dipaksa untuk direlokasikan ke tempat 
lai n karena desa-desa mereka termasuk dalam Kuasa Pertambangan, yang 
entah bagaimana telah bertumpang tindih dengan areal transmigrasi. 

Kelemahan cara pandang kemiskinan semacam ini menegaskan 
pcntingnya perspektif yang lebih relasional di dalam melihat kemiskinan, 
yaitu dengan memandangnya sebagai "konsekuensi" dari relasi-relasi kuasa 
yang timpang yang menimbulkan marginalisasi satu kelompok masyarakat 
tertentu. Dalam konteks kemiskinan masyarakat adat, relasi-relasi kuasa 
i tu terutama sekali me lib atkan relasi antara negara dengan komunitas 
adat melalui berbagai aturan hukum dan kebijakan pembangunan yang 
di introdusir dan dijalankan oleh pemerintah. Salah satu arena dari relasi 
kuasa itu, khususnya dalam konteks masyarakat agraris, adalah relasi­
relasi agraria yang timpang di antara para subyek agraria (komunitas lokal, 
kelompok pendatang, negara, perusahaan, elit feodal, dU.). 

Dengan menempatkan kemiskinan dalam konteks ketimpangan 
relasi kuasa di antara berbagai aktor ini, maka dimungkinkan untuk 
dapat disibakkan proses-proses historis yang "menciptakan ketimpangan 
distribusi kekuasaan, kemakrnuran dan kesernpatan di tengah masyarakat" 
(Du Toit dalam Mosse 2007). Dengan demikian, persoalan mengapa 
orang menjadi miskin, atau mengapa kemiskinan t~rus saja bertahan dan 
bahkan dicipta ulang, dapat ditelesuri secara lebih jemih proses-proses 
pembentukannya, yaitu sebagai hasil dari beroperasinya berbagai relasi 
kuasa yang timpang di antara berbagai pihak; ketimbang dilihat sebagai 
produk dari proses-proses sosial yang abnormal dan patologis. 



l>ilHcnsi-dilllcnsi I(cmisldnan yall~ UhlllllH.'ulkan 

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini menghimpun berbagai 
laporan hasil studi mengenai kemiskinan di empat lokasi di Provinsi Aceh, 
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Studi ini dilakukan olehAliansi MasyarakatAdat Nusantara (AMAN) dalam 
rangka memotret kondisi kemiskinan masyarakat adat di lokasi-Iokasi 
penelitian serta mengangkat persepsi lokal mengenai indikator kemiskinari 
dan kesejahteraan. Secara ilustratif, laporan-Iaporan itu memberikan 
kesaksian mengenai proses historis dan dinamika sosial-ekonomi macam 
apa yang menimbulkan kemiskinan pada berbagai komunitas adat di tanah 
air. Laporan-Iaporan itu juga menemukan bahwa "wajah" kemiskinan di 
tiap~tiap komunitas adat temyata berlainan dan terbentuk melalui proses 
sejarah yang .berbeda-beda pula. Namun secara umum, intervensi negara­
lah (melalui ragam kebijakan dan program pemerintah) yang dituding 
sebagai faktor paling dominan yang tehlh melahirkan dampak perubahan 
besar pada kehidupan masyarakat lokal.. 

Masing-masing laporan ini berdiri sendiri dan menyoroti aspek-aspek 
kemiskinan dan kesejahteraan yang berbeda pada komunitas tinelitinya. Hal 
ini tampaknya disengaja oleh para pelaksana penelitian untuk memperoleh 
gambaran kemiskinan yang beragam, dan sekaligus untuk mengangkat 
konstruksi masyarakat adat mengenai makna dan kriteria kemiskinan dan 
kesejahteraan. Konstruksi lokal semacam ini memang biasanya luput dari 
perspektif kemiskinan yaJi'g bercorak linier dari para perencana kebijakan 
maupun aparat pelaksana program pembangunan di daerah, sehingga 
penelitianjenis ini diharapkan akan banyak memberikan kontribusi empiris 
yang mencerahkan. 

Apabila dicermati, setidaknya ada lima dimensi . kemiskinan yang 
diangkat oleh laporan-Iapor~n studi yang dihimpun dalam buku ini. 
Pertama adalah dimensi kemiskinan yang terkait dengan persoalan identitas 
dan struktur sosial masyarakat adat yang khas. Inilah isu yang banyak 
disuarakan oleh AMAN dalam berbagai pemyataan dan publikasinya, 
yaitu menyangkut rekognisi negara atas identitas dan cara hidup komunitas 
adat. Ketiadaan rekognisi atas hal ini misalnya dalam agama resmi yang 
diakui negara, ataupun dalam berbagai pelayanan publik yang disediakan 
pemerintah, telah menyebabkan terjadinya krisis identitas dan budaya yang 
mencerminkan dimensi kemiskinan batiniah. 

I )illlCIlSI kl'llllSkilItl1i Y(l lig kcdU<1 ada lall Il1cnyangkut tcrbatasnya 
:,ksl'S IIw sya rtJlw( adal pada pcndidikan dan layanan kesehatan yang 
dl svdi{lktlll pClllcrintah karcna bcrbagai sebab. Salah satu faktor penyebab 
y: lllg disoroti olch laporan dari Jawa Tengah adalah bahwa pendidikan 
101111:11 ya ng disediakan oleh pemerintah tidak memberi temp at pada nilai­
Ildai dan ideal kehidupan yang dijunjung oleh komunitas lokal. Akibatnya, 
pl'lIdidikan formal justru dilihat sebagai ancaman atas identitas dan 
kl'hidupan komunitas ini. Faktor-faktor lain tidak secarakhusus ditonjolkan 
d:lltllll laporan-Iaporan studi ini, dan biasanya merupakan kondisi yang 
IIIlIUIll dihadapi di daerah pedesaan yang terpencil, misalnya sarana dan 
pr:lsarana yang terbatas, tenaga pendidikan dan medis yang terbatas dan 
k IIrang berkualitas, dan lain-lain. 

Dimensi ketiga dan keempat berkaitan erat dengan kemiskinan yang 
hcrsangkut paut dengan relasi-relasi agraria yang timpang, baik antara 
kOlllunitas lokal dengan pihak-pihak dari luar (negara, korporasi, dan lain­
lain) maupun di antara sesama warga komunitas itu sendiri. Relasi agraria 
yang merupakan dimensi kemiskinan ketiga berkenaan dengan persoalan 

tenurial security, yakni penguasaan atas 
sumber-sumber agraria setempat dan 
jaminan keamanannya. Laporan dari 
NTB dan NTT secara khusus menyoroti 
dimensi ini, yakni kasus penetapan 
kawasan hutan lindung dan Hak Guna 
U saha (HGU) perkebunan di wilayah adat 
tanpa didahului oleh proses konsultasi 
dan persetujuan dari komunitas adat 
setempat. 

Adapun relasi agraria yang 
merupakan dimensi kemiskinan keempat 
berkaitan dengan relasi-relasi produksi 
yang terkait dengan pemanfaatan dan 
pengusahaan sumber-sumber agraria 
setempat. Hal ini mencakup berbagai 
bentuk hubungan penyakapan (tenancy), 
perburuhan dan ' permodalan yang 
melibatkan sesama anggota komunitas 
sendiri maupun dengan pihak di luamya. 
Aspek ini secara khusus disoroti oleh 



laporaJl sludi dari Aceh yang l11 l:ngaJlgkal 1I1 l: III :lS Il Y:1 pl :lktlk praktik 
hubungan pcnyakapan dan perburuhan yang tidak adil di aJll ara sesama 
warga komunitas sendiri. 

Akhirnya, tetapi bukan paling akhir, dimensi kemiskinan yang 
kelima terkait dengan isu keberlanjutan layanan alamo Isu ini mengemuka 
dari laporan penelitian di Aceh dan NTT yang menemukan terjadinya 
degradasi fungsi ekologis (khususnya terkait dengan wilayah catchment 
area) baik akibat dari konfiik dan bencana alam (kasus di Aceh) maupun 
akibat dilanggamya konsep tata ruang tradisional mengenai "tempat 
keramat" oleh kebijakan penetapan areal HGU oleh pemerintah. Dalam 
tabel berikut ini dijelaskan secara lebih rinci kelima dimensi kemiskinan di 
atas dan manifestasinya di masing-masing lokasi. 

Tabell 
Pemetaan Dimensi-dimensi Kemiskinan di Empat Lokasi Studi 

~ 
ALUECAPLI 

SEDULUR 
BENTEK TANAHAI 

ENELITIAN 
(PROVINSI 

SIKEP 
(PROVINSI (PROVINSI 

DIMENSI (PROVINSI 
KEMISKINAN 

ACEH) 
JATENG) 

NTB) NTT) 

1. KSE Terkait Struktur dan Organisasi Lokal 

• Identitas Budaya Tidak diakui dan Mahalnya biaya 
dimarjinalkannya upacara adat 
cara hidup orang bagi komunitas 
Samin pemeluk Budha 

dan Hindu Bali 

• Struktur Kepemimpinan Komunitas 
pemeluk Budha 
dan Hindu Bali 
tidak mendapat 
akses pada 
kepemimpinan 
desa yang 
didomuniasi 
warga Muslim 

2. KSE TC"k"it dcngan Hak-hak Dasar 

• Hak-hak Ekonomi Kerawanan Program bantuan Program bantuan Kerawanan 
pangan yang tidak sesuai yang tidak sesuai pangan 

dengan sistem dengan sistem 
penghidupan penghidupan 
masyarakat masyarakat 

• Hak-hak Sosial dan Terbatasnya Pengabaian Terbatasnya Terbatasnya 
Budaya akses pendidikan hak untuk akses pendidikan akses 

dan kesehatan hidup menurut dan kesehatan pendidikan dan 
keyakinan dan kesehatan 
budaya sendiri 

:I" h:lk Sipil dll il I'u lili" KllI dl i" dllil I'l'iayillli li l Program 

pe lllllggal'llil publik yang resettlement 

II AM diskrimina tir yang 
berdampak 
buruk 

SE Tcrkait Sistem Tcnurial 

"Sl:S dan Kontro l atas Penetapan hutan Penetapan 

1M lindung tanpa hutan lindung 
konsultasi dan HGU tanpa 

konsultasi 

,I'crensias i Agraria Ketimpangan Ketimpangan Ketimpangan 

penguasaan penguasaan tanah penguasaan 

tanah tanah 

.SE Terkait Hubungan Produksi 

nbungan-hubungan Sistem sewa dan 

l'nyakapan gadai yang tidak 
adil 

iubllngan-hubungan Upah buruh 
nbu ruhan yang rendah 

rodllktivitas Pertanian Konversi sawah Pergeseran dari 

ke tambak pola polyculture 

(produksi ke monoculture 

pangan (tanaman 

menurun); komersial) 

serangan virus --> produksi 

udang pangan 
terancam 

Diolah penulis dari laporan hasil studi di empat lokasi 

Pad a bagian berikut ini, dari kelima dimensi kemiskinan di atas 
uraian akan difokuskan pada dimensi-dimensi yang terkait dengan 
pcnguasaan , pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yakni 
d i mensi ketiga hingga keenam. Hal ini mengingat dimensi yang pertama 
dan kedua sudah banyak dikupas dalam berbagai publikasi AMAN sendiri 
(lihat: Kartika dan Gautama 1999 , AM AN 2002 dan 2003) . 

Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan2 

Kasus-kasus "pencaplokan" wilayah adat untuk dijadikan kawasan 
hutan dan perkebunan seperti dilaporkan oleh studi dari NTB dan NTT 
merupakan contoh kontemporer dari apa yang pernah Marx sebut sebagai 

Bagian ini banyak dicuplik dari tulisan Shohibuddin dan Soetarto (2009). 



prose'S ('/W/o,\'f( 1"(' , \ ya i 1 u "sejara h pell1 isahall prod use r da I I :11 :11 1)1 0<1 1I k si Ilya"; 

" kctika scjum lah bcsar orang tiba-tiba dicerabut secanl paksa dari caranya 
menjalankan hidup, dan terlempar menjadi proletariat bebas yang ' melulu 
bergantung ' pada pasar tenaga kerja" (dikutip dalam Fauzi, in press). 
Memang, bagi negara agraris seperti Indonesia, kepastian penguasaan 
atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya (land and resource tenure) 
sangatlah penting karen a hal itu merupakan "masalah penghidupan dan 
kemakmuran suatu bangsa" (meminjam judul buku Moch. Tauchid). Oleh 
karena itu, jaminan tenurial security at au perlindungan atas kepastian dan 
keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya menjadi keharusan tersendiri. Amanat konstitusi 
kita secara tegas menyatakan keharusan menjadikan tanah dan kekayaan 
alam yang dikandungnya sebagai sumber bagi "sebesar-besar kemakmuran 
rakyat" (Pasal 33 UUD 1945). 

Masalah tenurial mencuat sebagai dimensi kemiskinan yang 
menonjol ketika terjadi suatu dominasi dalam relasi-relasi agraria 
menyangkut klaim penguasaan atas sumberdaya tertentu . Hal ini terjadi 
terutama karena aturan-aturan hukum yang dikeluarkan negara dalam 
menetapkan hak atas sebidang tanah dan sumber-sumber alam lainnya 
seringkali tidak mengadopsi atau bahkan bertolak belakang dengan praktik­
praktik sehari-hari dan kebiasaan yang telah turun temurun berlaku dalam 
sebuah masyarakat. Di sinilah terjadi persoalan legitimasi penguasaan, 
yaitu antara yang berdasarkan de jure dan de Jacto. Legitimasi secara de 
jure mendasarkan pada kepemilikan formal menurut aturan hukum yang 
dianggap sah oleh negara atau pemerintah. Sedangkan legitimasi secara de 
Jacto mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan 
yang dipercayai, digunakan, dikenal dan berlaku berdasarkan hukum atau 
aturan yang dipraktikkan oleh masyarakat selama ini, misalnya berdasarkan 
praktik-praktik adat setempat (Afiff 2005). Afiff menggambarkan tumpang 
tindih klaim semacam ini melalui gambar sebagai berikut. 

3 Secara harfiah enclosure berarti pemagaran , namun yang dimaksudkan di sini 
adalah suatu proses pergeseran penguasaan tanah yang mengakhiri hak-hak tradisional 
melalui mekanisme pengaplingan tanah-tanah yang berciri sumberdaya bersama menjadi 
tanah-tanah pribadi dengan batasan yang tegas. 
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Dalam kaitan ini, maka momen historis pembentukan kemiskinan 
pada masyarakat ad at sebenarnya bermula dari konftik tenurial semacam 
di atas, yaitu ketika dominasi negara dalam relasi-relasi agraria telah 
mcnyebabkan tercerabutnya hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan 
sumberdaya alam lainnya di satu sisi, dan di sisi lain terakumulasinya 



p~ ll g ua saall s lllllh~ r S Lllllh~r agraria illl p~ l lb h:ld:11I h;ld:111 Il s; illa alau 
perora ngan yang memiliki kekuatan modal besar. Scpcrli dijelaskan Fau 
(2002: 34 1): 

" ... penyebab utama dari konflik tenurial bersumber dari adanya 
dominasi suatu sistem penguasaan yang datang atau berasal dari 
hukum negara, yang secara sepihak memberikan layanan begitu 
besar pada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan 
usahanya dalam mengelola sumber tanah dan sumberdaya 
alam lain termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hak-hak 
masyarakat setempat yang telah hidup dan mengembangkan 
suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan sumberdaya 
alam lain tersebut diabaikan dan dilanggar dengan begitu saja. 

Dengan demikian, problem kemiskinan dan krisis pedesaan yang 
banyak terjadi pada masyarakat lokal sebenarnya berakar dari "krisis 
agraria" semacam ini. Inilah krisis yang menyeruak seiring dengan 
terjadinya proses "ekspansi kapitalisme" ke dunia pedesaan pra-kapitalis; 
suatu proses transformasi besar (great transformation) yang secara drastis 
merombak relasi-relasi sosial dalam proses produksi, khususnya relasi 
kepemilikan (property relations). Dalam proses inilah tanah-tanah dan 
kekayaan alam mulai diputuskan dari relasi-relasi sosial pra-kapitalis, dan 
kemudian dijadikan sebagai bagian dari modal dalam sirkuit cara produksi 
kapitalis. Di lain pihak, para petani yang pada mulanya memiliki hubungan 
erat dengan tanah dan kekayaan alam itu dilepaskan dari hubungan tersebut 
secara brutal, dan lantas dibiarkan lepas sebagai tenaga kerja bebas (Fauzi, 
in print). 

Dalam literatur Marxian, proses inilah yang diistilahkan dengan 
"akumulasi primitif' ,yaituketikakekayaan dan keuntungan diakumulasikan 
sebagai syarat perlu bagi terj~dinya titik tolak perkembangan kapitalisme. 
Hal yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa proses akumulasi ini 
tidaklah berlangsung sekalijadi pada tahap awal perkembangan kapitalisme 
semata, namun merupakan bagian yang tak terpi sahkan dari cara produksi 
kapitalis itu sendiri. Dengan demikian, daJam kasus masyarakat adat, 
proses akumulasi primitif ini tidak hanya berl angsung pada masa awal 
persentuhan dengan negara-negara Barat-mula-mula melaJui hubungan 
perdagangan dan kemudian berlanjut menjadi dominasi dan penjajahan. 
Alih-alih, proses akumulasi ini, seperti ditunjukkan de Angelis (2004), tak 
lain adalah daya dari modal itu sendiri sebaga i enclosing socialforces atau 
kekuatan-kekuatan sosial yang menimbulkan proses pengkaplingan. 

Proses ckspansi kapilalismc scmacal1l inilah yang I1lclahirkan proses 
1I1; lIjina li sasi dan terbentuknya kemiskinan pada masyarakat adat, namun 
Illga pada masyarakat pedesaan secara umum. Seperti dikemukakan de 
!\lIgclis (2004: 58), " .. . there is no enclosure of commons without at the 
:,: II11C time the destruction and fragmentation of communities." Dalam arti 
dt'lll ikian, maka penetapan sepihak atas kawasan hutan dan perkebunan 
til wilayah masyarakat adat oleh pemerintah juga dapat disebut sebagai 
.1i--lIlTIulasi primitif ini. Demikian pula, proses-proses perubahan agraria 

ang dipicu oleh introduksi komoditi global juga melibatkan bentuk-bentuk 
haru akumulasi primitif melalui proses pasar, seperti akan dijelaskan di 
hawah nanti. 

Dalam kaitan ini, Wiradi (2009a) mengemukakan tiga jenis 
"i--cti mpangan agraria" yang tercipta dari proses ekspansi kapitalisme 
sC lTIacam di atas, yaitu: (1) ketimpangan dalam hal pemilikan dan 
penguasaan tanah; (2) ketimpangan dalam hal peruntukan tanah; dan (3) 
i--dimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria. 

Ketimpangan pertama bertumpu pada asumsi tidak seimbangnya 
rasio kuantitas dan kualitas antara pemilik dan penguasa tanah dengan 
mcreka yang tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai kuasa atas tanah. 
KetimpangaIl" kedua terkait dengan azas fungsi tanah. Ambisi pemerintah 
alas pencapaian industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh 
lIsaha skala modal besar telah menggeser prioritas pembangunan dari sektor 
pcrtanian ke industri yang padat modal. Peruntukan tanah diprioritaskan 
lIntuk mendukung industrialisasi ini sehingga tanah pertanian banyak 
dialihfungsikan kepada peruntukan industri, termasuk melalui penggusuran 
para petani kecil. 

Adapun ketimpangan ketiga tampak dari pertarungan kepentingan 
dan klaim atas tanah an tara negara melawan masyarakat adat. Klaim negara 
didasarkan pada konsep-konsep hukum positif (formal/legal dari Barat) , 
sementara masyarakat adat berpijak pada berbagai hak atas tanah menurut 
konsepsi adat masing-masing. Di satu sisi rakyat menganggap tanah adalah 
tumpuan kehidupannya, sementara di sisi lain negara merasa berhak untuk 
meminta "pengorbanan" dari rakyat agar menyerahkan tanahnya demi 
"pembangunan" (cf. Gunawan 2008).4 

4 Sepanjang sejarahnya, ekspansi kapitalisme yang melahirkan ketiga konteks 
ketimpangan di atas pada dasarnya merupakan sejarah perampasan tanah yang brutal; suatu 
sejarah "yang ditulis dengan tinta api dan darah" untuk meminjam istilah yang digunakan 
Karl Marx ketika membahas sejarah perampasan tanah (enclosure) di Inggris pada masa 
awal perkembangan kapitalisme. 



KCS lIdahall dari pcrl arlillga ll agraria da lam kcl ig; , k()lIlvk ..... k( ' llIlIpallgan 

di atas sudah dapat kita tebak, yaitu marjinali sas i kOlllllJl ilas ;1(.I<lt dalam 
berbagai aspek kehid upan. Seperti dipaparkan oJeh berbagai laporan dalam 
buku ini , tampilan nyata dari marjinalisasi itu terlihatjelas pada merebaknya 
kemiskinan dalam sistem sosial mereka, sementara dalam sistem ekologis 
terjadi kerusakan dan degradasi lingkungan seeara luas. Dengan dua 
tampilan tersebut maka potensi perkembangan "ko-evolusioner" an tara 
dunia so sial dan dunia fisik pada komunitas ad at pun meluruh , padahal 
potensi inilah yang awalnya menciptakan prakondisi bagi terwujudnya 
keseimbangan yang dinamis dalam interaksi komunitas adat dengan alam 
(cf. Noorgard 1994). 

Mencermati Ekspansi Kapitalisme "Dari Bawah" 

Namun selain berlangsung "dari atas" berkat fasilitasi dan dukungan 
ekstra ekonomi dari negara (baik negara kolonial maupun pasca kolonial) , 
ekspansi kapitalisme sebenarnyajuga bisa berlangsung "dari bawah", yakni 
melalui hubungan-hubungan agraris di antara anggota masyarakat sendiri 
menyangkut perebutan akses dan kontrol atas tanah, modal dan tenaga 
kerja. Seperti akan ditunjukkan di bawah , proses ekspansi kapitalisme 
"dari bawah" ini, tanpa ayal , juga telah berlangsung dengan massif pada 
masyarakat adat yang dampaknya tidak kalah besarnya dibandingkan 
proses ekspansi kapitalisme yang berlangsung "dari atas" . 

Yang menarik adalah bahwa proses semacam ini juga berlangsung 
bahkan di dalam konteks aksi "reklaim tanah dari bawah" (land reform 

by Leverage), baik yang terorganisir maupun bukan. Banyak gerakan sosial 
pedesaan yang amat sadar diri dalam memobilisasi perlawanan kolektif 
terhadap "kapital isme dari atas", namun biasanya gagal mencermati proses­
proses "kapitali sme dari bawah" yang berlangsung di antara mereka sendiri . 
Padahal yang terakhir ini juga dapat menimbulkan dampak akumulasi dan 
penyingkiran yang serupa dari proses yang pertama, hanya kali ini terjadi 
di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat sendiri . 

Secara singkat, proses akumulasi yang berlangsung dari bawah 
di antara masyarakat sendiri ini pada dasarnya terjadi melalui apa yang 
disebut sebagai "diferensiasi agraria" . White (1 998: 20) mendefinisikan 
proses diferensiasi agraria ini sebagai: 

" ... slI ;,llI plTlIh;t1wJI ya ng kUlllulalil"dan pcrll1ancn <lalam 
hcrhagai car;, <Ii mana kcloll1pok-kclompok yang berbeda 
di dalalll masyarakat dcsa dan bcberapa di luarnya­
mcn<lapatkan akscs kcpada hasil-hasil dari jerih payah 
tcnaga kCljanya scndiri ataupun orang lain, menurut 
perbedaan penguasaan mereka atas sumber-sumber 
produksi , dan seringkali menurut ketimpangan yang kian 
meningkat dalam hal akses atas tanah". 

Berdasarkan definisi White di atas, menjadi jelas bahwa perbedaan 
akses sebagian penduduk desa atas tanah dan sumber-sumber produksi 
lai nnya telah melahirkan adanya perbedaan kekuasaan di an tara mereka di 
dalam mengekstraksi surplus produksi dan mengakumulasi kekayaan. Hal 
ini pada gilirannya akan menciptakan pengelompokan kelas-kelas sosial­
ckonomi yang makin menajam di pedesaan. Demikianlah, melalui proses 
d iferensiasi agraria ini masyarakat desa yang semula relatifhomogen berubah 
menjadi semakin terstratifikasi ke dalam kelas-kelas sosial ekonomi. 

Apa yangdisinggungdalamlaporan bukuinimengenai berkembangnya 
sistem gadai dan sew a tanah di Aceh yang amat mencekik adalah kisah 
kecil mengenai proses diferensiasi ini. Demikian pula, perbedaan sikap 
di antara warga Sedulur Sikep di Jawa Tengah dalam menyikapi bantuan 
dan program pemerintah juga merupakan "penanda" dari perubahan relasi­
relasi agraria yang lebih besar yang sedang berlangsung di komunitas itu , 
dan tidak bisa dijelaskan hanya sebagai cerminan dari pergeseran moral dan 
identitas di antara mereka (cf. Hefner 1999). Sayangnya, proses perubahan 
agraria di pedesaan yang massif akibat berlangsungnya "kapitalisme dari 
bawah" ini juga tidak banyak diulas dalam laporan-laporan yang termuat 
di buku ini. Padahal proses itulah (selain penetrasi dari negara) yang juga 
menjelaskan mengapa terjadi perubahan penghidupan yang amat drastis di 
pedesaan, khususnya dalam hal penguasaan tanah dan hubungan produksi 
serta kesempatan kerja dan pendapatan. 

Di banyak tempat , proses diferensiasi ini didorong oleh komersialisasi 
sistem pertanian yang kian meningkat, baik sebagai dampak intensifikasi 
pertanian pangan yang padat modal (melalui pelaksanaan Revolusi Hijau) 
ataupun introduksi komoditi ekspor (cash crop). Untuk kasus pertama, 
penelitian Survey Agro Ekonomi (SAE) pada dekade 1970-1980-an 
memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses perubahan 
agraria yang berlangsung pasca pelaksanaan Revolusi Hijau di desa-desa 
pertanian padi sawah. Secara padat, aspek-aspek perubahan agraria itu 
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Teljadillya proses pelllusa tan p<.;llguasaan lalwh, baik melalui 
sewa-menycwa, gadai-menggadai, maupull melalui pemilikan 
dengan pembel ian. 

Tingkat ketunakismaan yang bertambah tinggi. Kesempatan para 
tunakisma untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa 
dan bagi hasil semakin terbatas karena ada kecenderungan pa,ra 
pemilik tanah lebih suka menggarap tanahnya sendiri daripada 
menggarapkannya (melalui sewa/bagi hasil) kepada orang lain. 
Walaupun umumnya proporsi pendapatan dari sektor non-pertanian 
lebih besar daripada yang bersumber dari sektor pertanian, namun 
luas kepemilikan tanah temyata berjalan sejajar dengan tingkat 
kecukupan. lni berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber 
di luar ,sektor pertanian lebih dimiliki oleh para pemilik tanah luas 
daripada pemilik tanah sempit atau lebih-Iebih para tunakisma. 
Pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakisma terdapat 
proporsi rumah tangga miskin yang lebih besar. Dengan demikian 
berarti bahwa pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut 
menentukan tingkat hidup di pedesaan. 

Sementara itu, untuk kasus kedua, studi Tania Li tentang "booming 
komoditas kakao" di datarall tinggi Sulawesi Tengah memberikan 
perbandingan menarik mengenai bagaimana proses komersialisasi 
pertanian yang didorong oleh introduksi komoditi pasar. Dengan merujuk 
pada komunitas Lauje, Li (2002: 422) menunjukkan bahwa: 

" Introduksi tanaman komersial di wilayah perbukitan 
komunitas Lauje telah memotong siklus perladangan 
berpindah. Pohon kakao mulai ditanam di tanah ladang 
berpilldah bersama-sama dengan tanaman jagung, dan 
tcrus diulang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga 
tidak ada lagi ladang yang tersisa. Dan seiring dengan 
transformasi lanskap ini terjadi pula transformasi sosial 
yang berlangsung dalam tiga tahap. Hal ini mencakup 
enclosure, komoditisasi, dan akumulasi yang timpang 
(uneven accumulation) atas tanah, hingga pada satu 
titik di mana banyak petani Lauje secara efektif saat ini 
menjadi tuna wisma. 

I ,chill l;lIIjut , li g;1 1<111<11';111 pros<.;s diferensiasi agraria sciring dengan 
introtluksi tanHIll(Jn kakao ini diuraikall sccara rinci oleh Li sebagai berikut 
(2002: 422-423): 

"Tahap transformasi pertama adalah privatisasi tanah 
melalui penyingkiran ahli waris lainnya: tindakan 
menanam pohon kakao pada ladang berpindah akan 
membuatnya tertutup bagi orang lain, dan akan 
mengeluarkannya dari ladang yang menjadi warisan 
bersama sebuah keluarga besar. Pada serbuan penanaman 
tahap awal, petani yang lebih ban yak mempunyai modal, 
tenaga kerja dan pengetahuan genealogis mengenai di 
mana leluhumya dulu pemah membuka hutan mampu 
mengkonsolidasikan penguasaan atas areal tanah yang 
luas. Sebaliknya, mereka yang lebih lambat memulai, dan 
mereka yang tidak memiliki klaim warisan leluhur, gagal 
memiliki tanah ... " 

"Pada tahap kedua, tanah yang telah diprivatisasi melalui 
. penanaman kakao, mulai diperlakukan sebagai komoditi 

yang dapat dijual ke pihak ketiga, suatu transaksi yang 
secara umum dianggap permanen. Para petani yang 
terdesak oleh kebutuhan uang tunai menjual areal belukar 
yang baru mereka tanami kakao kepada tetangganya yang 
lebih mampu, satu bidang tanah pada satu saat, sampai 
mereka kini mendapati diri mereka menjadi buruh upah 
pada tanah yang pemah menjadi milik mereka ... " 

"Tahap ketiga adalah berlangsungnya proses konsentrasi 
dan penyisihan, yaitu ketika para elit dari dataran rendah 
dan pengusaha dari kota yang mempunyai banyak modal 
membeli kebun-kebun kakao di dataran tinggi ... " 

Dari perbandingan dua kasus di atas dapat terlihat dengan jelas 
hagaimana cara dan mekanisme perubahan agraria yang terjadi seiring 
herlangsungnyacapitalismfrom below, dan pengaruhnya pada pembentukan 
kerniskinan dan kesenjangan di tengah penduduk pedesaan. Memang, pada 
(ataran empiris, proses-proses transformasi kehidupan, sumber nafkah dan 
hasis sumberdaya masyarakat pedesaan selalu dibentuk dan didorong oleh 
kedua kekuatan ini sekaligus ("kapitalisme dari atas dan dari bawah"). Oleh 



karena itu , pcrhatian tcrhadap kcduanya , lcrutama mck;lIli slll l' IIlL'ka lli slllc 

yang menciptakan akumulasi di satu sisi dan pemiskinall <.Ii s is i lain , 
harus dilakukan secara berimbang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya 

pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses agraria yang 
berlangsung di lapangan dan kekuata~-kekuatan pengarahnya dalam kedua 
arus kapitalisme tersebut (dari atas dan dari bawah). 

Identifikasi Krisis Agraria pad a Masyarakat Adat 

Berkaitan dengan urgensi di atas, maka menjadi tantangan tersendiri 
bagi AMAN untuk merintis pengembangan instrumen identifikasi krisis 
agraria pada masyarakat ad at untuk dapat menemukenali akar, proses, 
mekanisme dan tampilan dari kemiskinan relasional yang berlangsung pada 

berbagai komunitas adat. Tantangan serupa dalam konteks yang berbeda 

juga pernah dikemukakan oleh Tania Li (2001) yang menyatakan bahwa 

hanya melalui pemahaman atas proses perubahan agraria seperti itu maka 
pola-pola dan sebab-sebab kemiskinan dan ketimpangan pada komunitas 
lokal dapat lebih dijernihkan. Dan dari pemahaman semacam inilah menurut 

Li baru dimungkinkan adanya respon-respon yang lebih politis (dan bukan 
sebatas manajerial) pada berbagai level , termasuk dalam konteks strategi 
gerakan sosial. 

Tantangan semacam ini perlu direspon oleh AMAN, khususnya 
belajar dari pengalaman gerakan-gerakan petani yang terlibat dalam 
berbagai aksi reklaim tanah at au land reform by leverage. Banyak kasus 

menunjukkan bahwa pasca okupasi tanah ternyata proses-proses akumulasi , 
penyisihan dan diferensiasi agraria juga berlangsung di tengah-tengah para 

pelaku aksi reklaim ini yang mengingkari semangat keadilan agraria yang 

mereka perjuangkan . Temual1 awal riset Sajogyo Institute bersama Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 2009 ini misalnya menemukan 

bahwa para pelaku reklaim tanah di dataran tinggi Jawa Barat ternyata gagal 

memahami struktur ekonomi sayur mayur yang dicirikan oleh pasar output 
yang monopsonistik dan pasar input yang monopolistik sebagai struktur 
ketidakadilan agraria yang harus ditentang. Bahkan patronase yang tidak 

adil antara bandar-petani keeil juga berkembang luas di an tara para petani 

pelaku reklaim ini sendiri, sedemikian rupa sehingga proses akumulasi 
kekayaan dan diferensiasi agraria juga sudah mulai terlihat meneolok. 

I ) ;tI ;1I1l kOlltck s lIrgc ll s i <.Ii alas, luli san ini ing in mcnawa rkan suatu 

klT; \ligK;1 pcndilian yang dapal Illcng intcgras ikan vari abel-variabel 

dl ll; lmi s yang bcrkaitan dcngan soal tenurial, hubungan-hubungan 

pmduK si, kcbcrlanjutan layanan aJam , dan organisasi sosial untuk dapat 

IIll'llg idcntiflkasi kondi si socio-economic insecurity suatu masyarakat 
,('C(lra Icbih komprehensif dan relasional. Untukitu, sebagai uraian penutup , 

p.HI;i hagian di bawah ini akan disajikan empat dimensi kerentanan sosial­

ekollom i (socio-economic insecurity) sebagai suatu "denominator umum" 

1IIIIIIk mencirikan relasi-relasi agraria dan yang terkait yang menentukan 

IOlldisi kemakmuran dan kemiskinan masyarakat. Empat dimensi 

I, ( 1l'lllanan sosial-ekonomi (KSE) dimaksud secara rinei adalah sebagai 

IWllkllt: 
1 . Kerentanan yang terkait dengan penguasaan tanah dan sumberdaya 

lainnya (land and resource tenure); 
2. Kerentanan dalam konteks relasi-relasi produksi; 
). Kerentanan dalam konteks keberlanjutan layanan alam; dan 
4. Kerentanan yang terkait dengan relasi-relasi kuasa dalam isu 

organisasi sosial dan kepemimpinan. 

Dalam tabel berikut ini disajikan secara lebih rinei variabel-variabel 

.Ipa saja yang akan menentukan keamanan atau kerentanan sosial-ekonomi 

~. \lalll masyarakat dalam keempat dimensi di atas . 
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Tabcl2 
Variabel-variabel Dinamis Penentu Kerentanan Sosial-Ekonomi 

(KSE) 

KSE Terkait KSE Terkait KSE Terkait KSE Terkait Isu Penguasaan Tanah Relasi-relasi Keberlanjutan Organisasi dan dan Sumberd~a 
Alam Lainnya ( SL) Produksi Layanan Alam Kepemimpinan 

Akses dan kontrol · Hubungan- · Persepsi . · Relasi -relasi 
atas TSLdan hubungan men genal kuasa terkait 
ketimpangannya penyakapan alam, otoritas dan 
Dasar-dasar klaim dan pola kepemilikan, legitimasi 
atas TSLdan interaksi di dan akses · Relasi-relasi 
ketimpangannya an tara pihak- yang kuasa terkait 
Dimensi gender pihak yang didefiniskan elit dan orang 
dalam penguasaan terlibat secara biasa 
TSLdan · Hubungan- berlainan · Relasi-relasi 
ketimpangannya hubung-an menurut kuasa terkait 
Kaitan tipe-tipe perburuhanan latar etnis asli 
tata guna tanah dan pola belakang dan etnis 
dengan kepastian/ interaksi di budaya dan l{endatanr, 
kerentanan tenurial antara pihak- kelas · elasi-re asi 
Isu pluralisme pihak yang · Settin~ kuasa antara 
hukum & ' terlibat kelem aga- lelaki dan 
pengaruhnya · Perubahan an yang l{erempuan 
terhadap kepastian/ kelembagaan mempenga- · elasi -relasi 
kerentanan tenurial penyakapan ruhi pola kuasa antar 
Pengaruh dan hubungan interaksi komunitas 
fcengakuan kerja dan manusia desa 
ormal dalam faktor -faktor dengan alam · Relasi-relasi 

bentuk sertifikasi lYnyeb~bnya · Transformasi kuasa terkait 
terhadap kepastian/ · ImenSI alam akibat kesenja':lgan 
kerentanan tenurial ~ender .dalam perubahan generasl 
Diferensi agraria ubungan- pol a dan isu 
dan kelas-kelas hubungan kroduksi, keberlan jutan. 
sosial-ekonomi di lfroduksi omoditi, antar generasl 
desa · ransformasi rezim · Relasl-relasi 
Proses-proses kesempatan pengelolaan, kuasa antara 
transformasi yang ker~a pedesaan an komunitas 
terjadi dalam aki at · Isu-isu terkait desa dengan 
konteks perubahan p~rubahan dengan daya lingkungan 
ekonoml politik slstem dukung ekolo~i politik 
dan ekologi yang roduksi, alih ekologl dan yang ebih luas 
lebih luas omoditi, p'erubahan (pemerintah, 

berubahan lklim LSM, dll) 
entang alam, 

dU. 

Kerangka penelitian di atas barulah merupakan sebuah inventarisasi 
variabel-variabelkunci yang hams dikembangkan lebih lanjutkonseptualisasi 
dan teorisasinya. Bagaimanapun, hal itu dapat menjadi langkah awal untuk 
melihat bagaimana relasi-relasi agraria merupakan proses kunci dalam 
melihat bagaimana akumulasi kekayaan terjadi dengan sisinya yang lain 
adalah terciptanya marginalisasi dan kemiskinan. 

I'ClllltliP 

Uraian di alas lelah mcnunjukkan bcrbagai dimensi kemiskinan dan 

;1I"ti pcnting krisi s agraria scbagai faktor penting pembentuk kemiskinan 
da lam konteks masyarakat agraris. Atas dasar itu, maka pemahaman atas 
kris is agraria itu dan perjuangan merombaknya harus menjadi bagian 
dari strategi dasar AMAN dalam menjawab problem kemiskinan pada 

lIlasyarakat adat. 
Pada bagian penutup ini penulis ingin mengundang para pendukung 

dan pelaku gerakan masyarakat adat untuk mengembangkan instrumen 
yang memadai guna memperoleh pemahaman yang komprehensif 
IIlcngenai proses-proses diferensiasi agraria yang telah berlangsung 
pada berbagai komunitas adat di tanah air. Dalam kaitan ini, empat 
kelompok variabel penentu kerentanan sosial-ekonomi yang diajukan 
di atas adalah sumbangan penulis yang bisa dijadikan titik tolak untuk 
diperbaiki, dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam rangka 
pcngembangan instrumen dimaksud. Penulis percaya bahwa hanya dengan 
Il1cnyadari persoalan krusial ini dan mengembangkan kemampuan untuk 
Illenemukenalinya, maka proses-proses yang mendasari pembentukan 
kemiskinan dan marginalitas pada masyarakat adat dapat diterangi dan 
dijernihkan, sehingga respon pada berbagai tingkatan (multi-layers) dan 
yang melibatkan lintas pelaku (cross-borders) dapat diupayakan secara 

Icbih tepat dan efektif. 
Tantangan kini terpulang kepada AMAN untuk mewujudkan 

1I ndangan di atas. Apabila hal ini dapat dilakukan, dan jawaban menyeluruh 
alas keempat dimensi kerentanan sosial-ekonomi di atas bisa diupayakan, 
maka di situlah dapat diperlihatkan dengan jelas bahwa "perjuangan atas 
identitas" dan "perjuangan atas tanah" merupakan satu kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan dalam gerakan AMAN. Semoga! 
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